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ABSTRAK 

Okta Ahmad Faisal. 2019. E0015309. KAJIAN IDEALITAS PENEGAKAN 

HUKUM PERS (STUDI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 

40 TAHUN 1999). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret. 

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana idealitas penegakan 

hukum pers ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kedua, mengapa 

penegakan hukum pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 

memerlukan politik hukum khusus. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif  dan terapan. 

Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (library 

reasearch), selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif 

silogisme. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealitas penegakan hukum pers didapat dari 

analisis UU Pers, Aturan Pendukung UU Pers (Nota Kesepahaman Dewan Pers-

Polri, Dewan Pers-Kejagung dan SEMA Nomor 13 tahun 2008), dan juga pendapat 

ahli hukum dan pers. Mekanisme penegakan hukum pers dilakukan bertahap dan 

berjenjang, yaitu dengan melalui pemenuhan Hak Jawab dan/atau Hak Koreksi; 

kemudian pengaduan ke Dewan Pers; lalu Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan 

Penilaian dan Rekomendasi (PPR); kemudian PPR tersebut dapat menjadi dasar 

untuk kasus tersebut dibawa ke jalur litigatif (baik pidana maupun perdata). 

Penegakan hukum pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 memerlukan politik 

hukum yang berbeda karena alasan filosofis dan historis-politis. Dari sisi filosofis 

didapat alasan seperti negara demokratis harus memberi kepercayaan di bidang 

informasi kepada masyarakat; kebebasan pers merupakan Hak Warga Negara; pers 

berperan mengawasi, mengkritik, mengoreksi, dan memberi saran; pers dikontrol 

oleh masyarakat melalui hak jawab dan hak koreksi.Sedangkan dari sisi historis-

politis dapat disimpulkan dengan perspektif Philips Nonet dan Philip Selznick, 

bahwa konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang represif. 

Sebaliknya, konfigurasi politik demokratis, akan melahirkan produk hukum 

responsif. 

 

 

Kata Kunci : Undang-Undang Pers, politik hukum, penegakan hukum pers. 
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ABSTRACT 

Okta Ahmad Faisal. 2019. E0015309. STUDY ABOUT IDEALITY OF 

PRESS LAW ENFORCEMENT (STUDY POLITIC OF LAW NUMBER 40 

OF 1999). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University. 

This study describes and examines the problem, first how is the ideality of press law 

enforcement in terms of Law Number 40 of 1999. Second, why press law 

enforcement based on Press Law Number 40 of 1999 demands special legal 

politics.This research is an experimental normative law research. Legal Material 

types contain primary and secondary legal materials. Data collection techniques 

used are literature study (library research), then the technical analysis used is the 

deductive syllogism method. 

The results showed that the ideality of press law enforcement was obtained from 

the analysis of the Pers Law, Supporting Regulations for the Press Law 

(Memorandum of Understanding between The Press Council-Police of Republic 

Indonesia, The Press Council-Attorney General’s, and  Circular of the Supreme 

Court Number 13 of 2008), and also legal and press expert research. The process 

of press law enforcement is carried out in stages, namely through the fulfillment of 

the Right to Answer and / or Correction Rights; then complaints to the Press 

Council; then the Press Council issues a Statement, Assessment, and 

Recommendation (PPR); then PPR can be the basis for the case brought to the 

litigative channel (both criminal and civil court). Law enforcement based on Law 

Number 40 of 1999 concerning different Politics of Law from philosophical and 

historical-political reasons. From a philosophical point of view, it was obtained 

that a democratic state must give trust in the field of information to the people; 

freedom of the press is a citizen's right; press plays roles encouragement to 

consider, criticize, correct, and give advice; and controlled by the people through 

the Right of Answer and Right of Correction. While from the historical-political 

side it can be concluded with the perspective of Philips Nonet and Philip Selznick, 

that authoritarian politic configuration will produce a repressive legal product. 

Otherwise, democratic politic configuration, will make legal products responsive. 

 

 

Keywords: Press Law, Politics of Law, press law enforcement. 
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MOTTO 

  

 “Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan 

hawa nafsunya.”   

Muhammad S.A.W. 

 

 

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang 

menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.” 

Ali bin Abi Thalib 

 

 

“Kita tulis itu karena kita murka. Murka tiada terhingga, marah besar, karena 

bangsa kita, si seperempat manusia diperlakukan seenaknya oleh pemerintah yang 

semestinya menjaga keselamatan si seperempat manusia yang lemah dan tidak 

berdaya itu!” 

Tirto Adhi Soerjo 
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